
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.26, 2022 KEMENLU. Mekanisme Koordinasi Sekretariat 

Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI  

SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA  

(THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association 

of Southeast Asian Nations), perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Luar Negeri tentang Penyelenggaraan Rapat dan 

Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast 

Asian Nations); 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian 

Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
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Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 49l5); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang 

Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangasa-Bangsa Asia 

Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 93); 

6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); 

7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1142); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG 

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI 

SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA 

ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 

NATIONS). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:  

1. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the 

Association of Southeast Asian Nations) yang selanjutnya 

disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa 

Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, 

Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat 
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Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik 

Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan 

Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan 

prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam 

ASEAN. 

2. Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut 

Setnas ASEAN adalah sekretariat yang dibentuk 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of 

Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari 

pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas 

dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN. 

3. Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang luar negeri. 

4. Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia yang 

selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah jabatan ex-

officio yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya 

yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik 

luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang luar negeri.   

5. Anggota Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Anggota 

adalah jabatan ex-officio yang dijabat oleh pejabat 

pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama ASEAN. 

6. Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat 

ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, 

Ekonomi, dan Sosial Budaya. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang luar negeri. 
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Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi 

seluruh unsur Setnas ASEAN atau kementerian dan/atau 

lembaga dari 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN dalam 

penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya. 

 

BAB II 

RINCIAN KEANGGOTAAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:  

a. Kepala;  

b. Pelaksana Harian; dan  

c. Anggota. 

(2) Rincian susunan anggota Setnas ASEAN ditetapkan oleh 

Kepala dalam Keputusan Menteri.  

 

Bagian Kedua 

Kepala 

 

Pasal 4 

Kepala mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional. 

 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Kepala menyelenggarakan fungsi: 

a. kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno 

Setnas ASEAN; 

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal 

terkait pelaksanaan kegiatan Pilar Masyarakat ASEAN 

kepada Presiden Republik Indonesia; dan 
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c. penetapan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian 

serta pembentukan kelompok kerja secara ad hoc apabila 

dipandang perlu. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksana Harian 

 

Pasal 6 

Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Kepala dalam 

pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN 

di tingkat nasional. 

 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, 

Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi: 

a. kepemimpinan dalam rapat pleno Setnas ASEAN, 

mewakili Kepala apabila berhalangan; 

b. pelaporan hasil rapat pleno kepada Kepala yang akan 

menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat 

koordinasi Setnas ASEAN; 

c. kepemimpinan dalam rapat kerja Setnas ASEAN; dan 

d. pelaporan hasil rapat kerja kepada Kepala yang akan 

menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno 

Setnas ASEAN. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan 

operasional Setnas ASEAN, Pelaksana Harian dapat 

membentuk tim administratif dan operasional. 

(2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim 

administratif dan operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pelaksana Harian menunjuk koordinator 

tim yang selanjutnya disebut sekretaris. 
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Bagian Keempat 

Anggota 

 

Pasal 9 

Anggota mempunyai tugas mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN diantaranya 

dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi dalam melaksanakan hubungan 

antarkementerian dan/atau lembaga. 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 10 

Rapat Setnas ASEAN terdiri atas: 

a. rapat koordinasi; 

b. rapat pleno; dan 

c. rapat kerja. 

 

Bagian Kedua 

Rapat Koordinasi  

 

Pasal 11 

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a merupakan forum tertinggi dalam pengambilan 

keputusan. 

(2) Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala dengan 

mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN tingkat 

pimpinan tinggi utama pada kementerian dan/atau 

lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat 

ASEAN. 

(3) Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam setahun. 
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(4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. 

(5) Rapat koordinasi Setnas ASEAN dipandang sah apabila 

diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah 

Anggota. 

(6) Rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi 

madya dari setiap Pilar Masyarakat ASEAN atau 

perwakilan yang secara resmi ditunjuk. 

 

Bagian Ketiga 

Rapat Pleno 

 

Pasal 12 

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  

huruf b dipimpin oleh Kepala atau Pelaksana Harian 

dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi 

madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk 

dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. 

(2) Rapat pleno diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam setahun. 

(3) Dalam hal Kepala berhalangan hadir, rapat pleno 

dipimpin oleh Pelaksana Harian. 

(4) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala bersifat 

mengikat seluruh peserta rapat dan dapat langsung 

diimplementasikan atau dibahas lebih lanjut pada tingkat 

rapat koordinasi. 

(5) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Pelaksana Harian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 

Kepala untuk selanjutnya menjadi laporan rekomendasi 

dalam rapat koordinasi. 

 

Bagian Keempat 

Rapat Kerja 

 

Pasal 13 

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  

huruf c dipimpin oleh Pelaksana Harian dengan 
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mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya 

kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam satu 

dan/atau lintas Pilar Masyarakat ASEAN. 

(2) Rapat kerja diselenggarakan sewaktu-waktu jika 

diperlukan dan hasil rapat dilaporkan kepada Kepala 

untuk menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat 

pleno.  

 

Pasal 14 

(1) Undangan dan agenda rapat kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis 

paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat 

dilaksanakan. 

(2) Kehadiran unsur Setnas ASEAN dibuktikan dengan 

daftar hadir. 

(3) Dalam hal keadaan mendesak, ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan. 

 

Pasal 15 

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dilaksanakan secara fisik, kecuali terdapat ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain 

yang menetapkan pembatasan pertemuan fisik. 

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan terdapat keadaan mendesak yang 

membutuhkan keputusan segera, rapat kerja dapat 

dilakukan melalui media telekomunikasi. 

(3) Media telekomunikasi yang digunakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala. 

 

Pasal 16  

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat kerja sedapat 

mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

(2) Dalam hal suatu pangambilan keputusan memerlukan 

pencermatan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat 

teknis, maka Kepala pada rapat koordinasi dapat 
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menugaskan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian 

untuk melanjutkan pembahasan. 

(3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan 

yang perlu dilaksanakan dan disampaikan pada rapat 

koordinasi berikutnya. 

(4) Dalam hal rapat koordinasi tidak dapat menyepakati 

rekomendasi rapat pleno dan mengambil keputusan 

secara musyawarah mufakat, Kepala melaporkan kepada 

Presiden Republik Indonesia.  

 

Pasal 17 

(1) Hasil rapat koordinasi, rapat pleno, dan rapat kerja 

Setnas ASEAN bersifat mengikat serta menjadi acuan 

yang wajib dilaksanakan seluruh unsur Setnas ASEAN 

dan kementerian dan/atau lembaga yang tercakup dalam 

3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. 

(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam dokumen resmi yang meliputi: 

a. keputusan terhadap suatu isu khusus ASEAN yang 

dicapai melalui musyawarah mufakat; 

b. notula/laporan rapat koordinasi Setnas ASEAN; 

dan/atau 

c. informasi lainnya yang berhubungan dengan isu 

ASEAN serta dipandang memiliki keterkaitan atau 

memberikan dampak pada salah 1 (satu) atau 

seluruh Pilar Masyarakat ASEAN. 

 

Pasal 18 

(1) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) diedarkan kepada seluruh Anggota serta 

kementerian dan/atau lembaga terkait. 

(2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan melalui: 

a. suatu naskah dinas yang digunakan sebagai alat 

komunikasi yang dibuat oleh Kepala atau Pelaksana 

Harian; dan 
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b. suatu naskah dinas elektronik yang apabila 

berklasifikasi rahasia diedarkan menggunakan 

teknologi enkripsi. 

(3) Bentuk dan standar teknik penyusunan naskah dinas 

yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan 

menteri yang mengatur mengenai tata naskah dinas. 

(4) Kegiatan kearsipan termasuk pengelolaan arsip, 

pembinaan, dan pengawasan sistem arsip, dilakukan 

oleh Arsiparis sesuai dengan kebutuhan Setnas ASEAN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(5) Hasil rapat yang tidak bersifat rahasia dapat 

dipublikasikan melalui media elektronik dan diakses oleh 

masyarakat. 

 

Pasal 19  

Rapat Setnas ASEAN didukung oleh sekretaris dan/atau tim 

administratif dan operasional yang bertugas menyusun 

dokumen resmi hasil rapat koordinasi. 

 

Bagian Kelima 

Mekanisme Koordinasi 

 

Pasal 20 

Seluruh Anggota Setnas ASEAN didorong untuk bekerja sama 

antarkementerian dan/atau sektoral secara lintas pilar, 

khususnya dalam penanganan isu lintas sektoral yang 

menjadi perhatian bersama. 

 

Pasal 21 

Kegiatan dan penugasan terkait dengan ASEAN, termasuk 

perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan Anggota Setnas 

ASEAN, disampaikan kepada Kepala Setnas ASEAN melalui 

Pelaksana Harian. 

 

 

 



2022, No.26 
-11- 

Pasal 22 

(1) Setnas ASEAN menyusun rencana aksi nasional atau 

dokumen lain sebagai pelaksanaan dokumen rencana 

pembangunan guna mencapai visi masyarakat ASEAN 

yang ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN di tingkat 

nasional. 

(2) Rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri  

(3) Setnas ASEAN dalam penyusunan, pengoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi 

nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional. 

 

BAB IV 

RENCANA AKSI NASIONAL TAHUN 2022 – 2025 

 

Pasal 23 

(1) Untuk pertama kali, penetapan rencana aksi nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk 

tahun 2022-2025 ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

ini. 

(2) Ketentuan mengenai rencana aksi nasional tahun 2022-

2025 implementasi cetak biru ASEAN tahun 2025 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Nasional The Association of 
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Southeast Asian Nations di Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 441), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 25 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

         Ditetapkan di Jakarta 

              pada tanggal 6 Januari 2022 

 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

                                               RETNO L. P. MARSUDI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Januari 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 



2022, No.26 
-13- 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN 

MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT 

NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-

BANGSA ASIA TENGGARA (THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 

NATIONS) 

 

 

RENCANA AKSI NASIONAL TAHUN 2022-2025  

IMPLEMENTASI CETAK BIRU ASEAN TAHUN 2025 
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